
BAB II 

L ANDASAN TEORI TENTANG UNDANG-UNDANG WAJIB D~ FTAR 

PERU SAHA AN D N MENURU!I' I SL AM 

A. Pengertian Waj ib Defter Pe rusahaan. 

1. Penge rtian erusahaan 

Sebelum membaha s ~engerti an erusahaan te rlebih 

dahulu• Bkan diuraikan- <engertj_:;:;n pedagang . Istilah 

dagang mem~unyai a rti perniagaan, jual beli ( Poe r a.'1ada r­

mipta, 1986 : 220 ) sedang engertian da ri pedagang 

adalah me reka yang menjalankai".111 erbuatan - perbuatan 

Berdagangarr sebaga i nek erjaan sehari-ha ri( Mustafa , 1985 

: 96 ) • 

Ki tab Undang- Und2ng Hukum Dagang (KUHD) sebagai 

acuan dalam menca ri dan mendapat kan , enge rti an yang 

ber~aitarr dengan usaha dagang , t i d ak mencan;tumk an 

def'ini si pertisahaan dalam 13asal- pasalny8 • KUHD emah 

mencantumkan definisi -p eda gang dal am asal 2,3 ,4 dan 5 

(lema), kem udiarr dengan adanya L. N. 1938-276 yang mula i 

ber lalcu; ada tanggal 17 juli 1938, is tilah p e-

dagang diha1'JUS dan diganti dengan istilah: perusahaan 

( Subekti, 1994 : 9 ) • 

14 
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Namun Den ge rti an ds ri ,, e rusahaan i tu sendiri 

tidak d i cantumkan dal am "?asal-19asal UHD. Hal ini 

r uuanya d i sengaj a oleh _embuat undan g-undan g , tidak 

men gadak an .ern:.fsiran r e smi aga r pen ge rti 2n ne r-

usahaan selalu m am~u ber~embang mengi kuti a rus 

ne rkembangarr k egiatan ekonomi. 

Un2y2 mencari dan mendanatkan engerti an ·er 

usahaarr Dada ahirnya ' i k embalikan pada ~urisprodensi 

d2n nerlcemb2n g2n pemikiran ~a ra sarj ana d iantara-

nya ad a l ah -send a-ea t 
- ' 

Mol en ggr aaff tentang µ erusahaan 

adalah ~e seluruhan nerb ua t a n yang d i lakukan s e c a ra 

t 0 rus- mene rus, bertindak k elua r, untuk rn e mp e r o l e h 

-e n ghasil an den gan cara mem11erdc;gan gkan a t a u me-

nye r ahkan baran g a t a u mengadakan e rjanji an ~:,:'Yper-

1.993 : 20 ) • 

Bel i @u memandang pen ge rti an ~e rusaha an da ri 

sudut ekonomi, ka rena t ujuan mempe role h ~engha sil an 

dil akukan dengan c a ra : 

a . Mem~erdagangkan b2rang , artinya membeli ba rang 

dan men j ualnya lagi den gan ~e rhitungan mem~e roleh 

pengh asilan beru~a keuntungan ata u l aba. 

b. Menyerahkan ba r an g , c. rtinya melepa skan penguasa• 

an ata s baran g den gan p erhitungan untuk mem 

neroleh penghasilan . Misc.lnya menyew2kan baran g . 

I . . ':;. 
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c. Perj anjian pe r d2gangan , yai tu men ghubungkan pihak 

satu dengan p ih2k lain dengan pe rhitungan mempe ro~eh 

. be rupa k euntungan bagi pemberi 

kua s a dan upah bagi penerima k ua s a ,misalnya mekel ar , 

kom'i.ssioner, -.: _ . agen perusaha an. 

Sedan@<an Polak memberikan nendapat bahwa suatu 

perusahaan ba ru ada bila sebelumnya memperhitungk an 

terlebih dahulu mengenai rugi dan l abanya serta 

menc atatnya k edalam suatu nembukuan ( Muhammad , 1995 

8- 9 ) 

Menurut Polak su2tu pe rusahaan i tu mempunyai 

dua unsur an ta r a l ain : 

~ · Di perhitungkan mengenai rugi dan l abanya 

b. Serta di adak an suatu pembukuan 

Antara pendapat Molengraaff dan pend apat yang 

di k emukak an oleh Polak terdapat perbedaan,yaitu Pol ak 

memasukk an unsur k ewajiban melaksanakan pembukuan 

bagi suatu perus ahaan, Sedan gkan pendapat dari Moleng-

raaff tidak memasukkan unsur k ewajiban ;· e aks .anakan 

pembukuan, maka pendapat da ri sarjana Polak inilah 
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yang mendekati ketentuan kitab undang-undeng hukum 

de.gang ( KUHD ) yang khususnya ketentu2n dari pa s al 

6 KUHJD yang isinya b ahwa setiap orang yang menyeleng 

garakan suatu pe rusahaan, iapun t en tang keadaan 

k ekayaannya dan tentang segal a sesustu ber~enaan den gen 

n~rusahaan itu d iwaj ibk an, sesuai dengan keb~tuh 

an pe rusahaan, membuat catatan-c at atan dengan cars 

demikian , sehingga sewak tu-wak tu da ri catatan -catatan 

itu danat dik etahui segala hak dan k ewaj i bannya . 

Pemerintah Belenda ( menteri kehak im an belanda ) 

memberikan pengertian bahwa yang disebut dengan 

pe rusahaan adalah keseluruhan pe rbua tan yang dilakukan 

secara tidak t erputus- nutus dengan terang- terangan 

dal 2m keduduken tertentu dan untuk mencari l aba ( bagi 

d irinya sendi ri ) , ( Hc~dhikusum a , 1995 4 ) • 

Kat a pe rusahaan di dal am 

mempunyai dua penge rtian yai tu : 

bahasa Indonesia 

1 . Onde rneming, yang berarti suatu bentuk huk um dari 

suatu pe rusahaan sepe rti, P . T. Fi':r:rna, 

Komanditer ( C. V.). 

pe rsekutuan 

Di kat ak an onderneming , make yang d i m2k sudkan 

adalah menunjuk pads bentuk huk umnya, dan ini d2pat 

berbentuK dua mac am yai tu : 

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



a . Be rbentuk badan hukum 

b . Bukan badan hukum 

la 
18 

2 . Eedrijf , yang berarti k esa-tuan' teknik untuk produksi 

misalnya, , ;i:J&'b .ik temp at dimana dilakukan n roses 

pruduksi , kera jinan._. ( Adi koesoemah, 1978 4 ) . 

Berdasart{an rumusan yang di emukakan oleh bebe -

rapa s2rjana den pembentuk undang-undang, maka dapat 

diidentifik asi unsur-unsur yang terd apat d 2lam pengerti 

2n perusahaan. Unsur-unsur tersebut antar2 lain : 

a . B2dan us2ha 

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang 

ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu, sepe rti Finna 

Pe rsekutu2n Komanditer, Persero an Te rbatas, Kope rasi 

dll. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian 

dan dapat d i ke tahui rnelalui izin usaha seperti pada 

perusahaan perseorangan. 

b. Kegia t an dalam bidang ekonomi 

Obyek kegiatan dalam bi dang ekonomi ialah ha rta 

kekayaan, tujuannya ial2h mempe roleh keuntungan atau 

laba . Kegia tan d2lam bidang ekonomi meliputi ue r­

dagan gan ·, uelayanan , industri. 
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c. Te rus- mene r us 

Baik Mo engraaff , Po l ak, ma upun pembentuk undang.· ­

undang menentukan bahwa kegiatan dal am bidang 

ekonomi i tu dilakukan secara t e rus menerus, a rtinya 

t i dak te rp itus- putus, tidak seca ra insedental,tidak 

se'bagai sambilan, ben;i1'at tetap, untuk :~.:.~z ·: j@n~a 

waktu lama . J angka waktu tersebut ditentukan dalam 

akta pendirian perusahaan atau dalam surat izin 

usaha . 

d • Te rang- te rangan 

Te rang- terangan artinya diketahui oleh um um dan 

di tujukan kepada umum , tidak selundupan , diakui dan 

dibena:rkan oleh peme rinta,\be rdasa:rkan undang- undang 

dan bebas berhubungan dengan pihak lain . bentuk 

t e rang-terangan ini dapat di ketahui dan berupa 

akta pendirian pe rusahaan , surat i zin usaha , sura t 

izin tempat usaha , akta nenda ft a ran perusahaan. 

e. Keuntungan dan atau laba 

Setiap kegia tan menjalankan perusahaan tentu ber 

dasa:rkan sejumlah modal . Dengan modal perusahaan 

itu keuntungan dan atau laba dapat di peroleh. Ini 

adalah tujuan utama setiap perusahaan. 
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f . Pembukuan 

Delam rumusan Molengr aaff yang telah disebutkan di 

atas tidak t e rdanat unsur pemb~kuan akan teitapi 

s a r jana Pol sk menambahkan unsu r ini dalam penge rtian 

perusahaan. Pas l 6 KUHD mengha ruskan 

membuat pembukuan yang berisi catatan 

ha rta kekayaan dan kewaj iban pe rusahaan , 

pen gusaha 

ten tang 

serta 

keuntungan yang di peroleh hanya dapat di ke tahui da ri. 

pembukuan. Ka rena i ni menjadi de.sar pe rhi tung an 

pajak yang wa jib dibayc.r kepada pemerintah. 

Dalam Undang- Unde.ng No . 3 Te.hun 1982 ten tang 

waj ib daft e r pe rus c.haan disebut kan bahwa perusahaan itu 

adal ah setiap bentuk usaha yang menjalankan seti ap 

jeni& usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan 

yang di dirikam, beke r j a, se rta be :rkedudukan 

wil ayah ne ga ra Republik Indonesia dengan 

untuk mempe roleh keuntungan atau lab@. 

dalam 

be rtuj u2n 

2. Penge rti an· wa jib daft a r pe rusahaan 

Diatas telah disebutkan beberapa wendapat 

tentangc uent;ert· an nerusahaan , Di antarsnya ya~ Q.ik emuka -

kan oleh Molengr aaff dan Pol ak yang maksudnta ialah 
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sam a seDe rti yan g d i j el a skan dal am undang-undang No. 3 

Tahun 1982 tentan g waj ib da ft e r · perusahaan. 

Penge Ftian da ri dafter i tu sendiri adal ah c at at­

~n at a u tulisan yang di atur bersusun, rnendaftarkan 

bera r,ti· menc at at kan ( memasukkan ) da fta r. 

( poer 1ed2 rminta , 1986 220 ). 

Yang ' imaksud dengan d2ftar perusaha an adal ah 

daftar c atatan r esmi yan g di ada1' an menurut et au ,,_ ... ; 

cdasarKan ketentuan undang-undang t entang wa jio dafter 

oe rusahaan dan pe r atur2n pel ak sanaannya , y2ng mernuat 

hal-hel yang waj ib didaft a rk. an oleh setiap perusahaan 

serta di sahkan oleh pejebat yang berwenang da ri kanto r 

pende f taran peill'U s 2haan dal am hal ini yan g berwenan g ada 

lah kantor Depa rtemen Perdegan gan (pa s al 1 ayat 1 UWDP ) . 

Jadi yan g d imak sud dengan waj i b da fter peruseha-

an ad al2h --e waj iban bagi seti ap pengusaha untuk metI-

da.:t:tarkan - perusahaannya ~ecara r esmi nienuru t ket ·- tuan 

undang-und<:mg dan oe r aturan pel ak s anaannya, yan g di-

s ahkan oleh pejabat yang berwenang da ri kantor p,e -

cda.£.taran perusaaaan yaitu Kantor D~partemen Perdagangan. 

se~empat ·: - di mana perus 2haan i tu berdomisili. 

1.1 
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

B. Hel-mLcYartg' .Ben:ai.:t'atl· Dengao., Penda.ftaran Perusahaan 
· .. ~ . 

1 ~ · Berituk -Perusahaan Yang Wajib Did afta:rkan 

Setiap perusahaan wajib di daftar~an dalam 

daft a r nerus2ha2n ( pasal 5 ayat 1 UWDP ) , perusahaan-

nerusahaan tersebut harus be rk edudukan dc.n menjalan -

kan usahan ya d i Wilayah ne gara Republik Indonesia 

menurut ketentuan perundang-undangan yan g be r laku 

yang termasuk d idalamnya 

a . Kant o r c abang 

b. Kantor Pembantu 

c. nak Perusahaan 

d. Agen dan p.erw2k ilan PP-rusahaan yan g memp unyai we 

wenang untuk mengadak an pe rj anji an; ( pasal 7 UWDP ) • 

Pe rusahaan yang wa jib d i daftark an itu i alah 

yang berbentuk baden hukum dan t ermasuk j uga : 

a. Koperesi 

b. Pe rsekutuan 

c. Pe rusahaan Pe rseorangan 

e. Pe rusahaan selain te rsebut d i a t a s . Yang dimaksud 

i al ah perusahaan bentuk baru sesuai dengan per-

kemban gan ne rekonomian yang tidak terma suk dalam 

apa _yang tel ah dis butkan di at a s ( : ·F,urwa sucipto , 

1985 73 ). 
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Te t api menurut ke t entuan p a s al 6 UWDP , ad 2 

dua jenis erusahaan yang dikecualikan da ri waj ib 

d aft a r, a rtinya tidak diwaj ibkan mendaftar, yaitu : 

a . Seti ap pe rus2h2 an nega r a yang be r bentuk perusaffi3-

an ,jawat an ( perjan ) 

b . Seti ap perusahaan kec il perseorangen yan g di 

jalankan oleh pengu s2han ya sendiri atau d engan 

mempekerj2kan hanya an ggota keluargan ya sendiri 

yang t erdeka t serta tidak memerlukan i z in us&ha 

tidak berbentuk badan huk um a t a u persekutuan. 

Menurut nenjelasan p a s a l 6 UWDP itu, ada 

dua j enis n e ru s ahaan yang dikecualik an da ri waj ib 

daft a r itu d i sebabkan ka rena sec a r a ekonomis tidak 

be rtu j uan untuk memperoleh k euntungan atau laba . 

Khusu s b2gi perusahaan l-cecil pe rseoran garr· bertuju-

an me mperoleh k euntungan a tau laba secara ek onomis 

bena r- benar hanya sel:eeda r memenuhi kepe rluan n afk ah 

seha ri-ha ri. 

Kemud i an untuk men ge t ahui siapa yan g 

mendaftart-can /rne l ak uk an nendaftaran, p asal 5 

wajib 

UWDP 
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menentukan sebaga i berikut : 

1 . endaftaran wajib dilakukan oleh pemilik 

pengurus oerusahaan yang bersangkut2n atau 

24 

a tau 

dapat 

diwakilkan kepada orcmg lain dengan memberi surat 

kuasa yang sah . 

2 . Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang 

para pemilik y_- berkewajiban melakukan pendaftaran 

Apabile seseorang di anta r a mereka telah memenuhi 

k ewajiban oendeftaran , yang l a i n di bebaskan da ri 

kewajiban i tu. 

3. pabila pemilik dan a tau pengurus s uatu erusaha an 

yang berkeduduk an d i wil ayah nega r a ,- , ---~ ' ~~Republ ik 

I ndone s ia tidak bertem a t tinggal d i wilayah . __ nggara 

Re ublik I ndone s i a , pengur us a t au kua s a yang di 

t ugaskan memegang p i mpi nan perusahaan berl<:.ewaj i ban 

unt uk menda f tarkan. 

Apabila oemil ik a t au pengurus perusahaan dengan 

sengaja etau ~\:arena ke al <:::iannya tidak memenuhi tee 

wajiban menda f ta:rkan oerusahaannya . Menurut pasal 

32 U\VTIP diancam dengan pid;:ma penj era selama - amanya 

tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp . 

3 . 000 . 000 . 00 ( Ti gG juta runiah ) . 

Adapun hal-hal yang wajib didafta:rkan adalah ber 

gantung pada bentuk hukum perusahaan, dan semua itu 
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telah tercetak dalam formulir pendaftaran sesuai dengan 

bunyi ketentuan pesal-pasal UWDP yang mengatur masing­

m2 sing bentuk ( ~asal 11 - 16 UWDP ). Berdssarkan pasal 

nasal tersebut dapat dirinci hel- hal yeng w2j ib di 

da ftarkan itu sebagai berikut : 

1. ama oerseroan/koperasi/persekutuan atau perusahaan 

pemilik atau pengusaha untuk perusahaan perseorangan. 

2. Merk perusahaan 

3. Tanggal nendi rian pe rusahaan 

4. Jang~a 'a tu berdiri nya 

5. ~egi2tan poko dan ain-lain kegi atan usaha 

6. Al amat Derusahaan waktu didirikan dan setian oe r-

ubahan, al amat tempa t tinggal tetap( bagi pemilik 

nerusahaen nerseorangan 

7 . Iz in usaha yang oimili i 

8 . _ amat Eetiap k antor cabang , antor nembantu 

agen serta rye r wPkilan 

9. Keterangan engkap mengena i pengurua, 

badan peme riksa, sek tu aktif dan p2sif, 

ne rusahaan nerseorangan 

.komisaris, 

pemilik 

10 ., _Le in-lain kegiatan usaha dari setiap engurus, sekutu 

b2d an oeme ri1 s a 

14- .' i(eterangan tentang modal, jurnlah moda -, saham- saham. 

1 ~ 9 · Tanggal mula i kegiatan usaha 

13 .. ·. Tanggal penf!'ajuan permintaan pendaft c. ran 
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'14 . Tanggal dan nomor PEETI £esahan badan huk um (bagi yang 

badan hukum saja ) 

15. Salinan ak t a pendirian yang sudah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang diserahkan waktu pendaftaran 

16. Kete rangan leng~ ap mengenai pemegang sahara, tanda 

tangan sekutu aktif yang berwenang menandatangani 

untuk kepe rluan pe rsek utuan ( Muhammad_,: _; l 995 ; 11~ 176 ) . 

2· ~yap~~-:Syarat dan Pro, sed~r Pen~a_ft_aran . 

Sebe um pendaftaran dilakukan pemilik 

pen gurus perusahaan yang bersangkutan wa jib 

syarat-syarat yang diperl ukan be rdasarkan 

undang . Syarat- syarat yang diperlukan ialah : 

a tau 

memenu!J_i 

undang-

1 . Salinan resmi akta nendirian perusahaan ( pasal 11 -

16 UWDP ) 

2 . Surat izin usaha yang dikeluar~an ol eh instansi yang 

berwenc.ng ( pasal 10 UWDP ) 

3. Membayar biaya administrasi penda f taran berda sarkan 

Surat Keputusan f 1ente ri Perdagangan NO. 286/kep/ I J_ 

1985. 

Pe rusahaan perseorangan yang t i dak mempunyai akta 

-pendirian peru ahaan tidak me l ampi rkan a ta t ersebut. 

Pemilik atau engurus perusahaan yang t e ah 

emenuhi syarat-syarat tadi mel akuk an nenda f ta ran 

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



melakukan pendaft a r an Berusahaan dengan 

12ngkah- lan gk ah be r ikut ini : 

?.,1 
27 

menempuh 

1 . Mengi s i formuli r pendaftar2n erusahean yang di 

tet apkan oleh menteri di kanto r t empat Dendaftaran 

pe rusaha2n . 

2 . Menyerchkan f o rrnul i r pendeftaran yang sudah di 

i s i kepad2 nej abat penyel engga ra pendaft e r an uada 

k antor pendaft a ran perusahaan : 

a . Di tempat edud u.."k an kc.n t or pe r usahaan. 

b . Di tempat k edudul<an seti2p kantor cabang , kantor 

pembantu' perus2haan ata u k:anto r an a1c perusahaan . 

c . Di tempat k ed udukan setiap kantor a gen d an 

ne rwak i l an pe r usahaan yang memp unyai wewenang 

untu..~ mengadak an perjanjien . 

d . Di I buko ta P rop insi tem~at ked udukannya dalam 

hel perusahaan tidak dapat d i daftark an sebagai 

mane di mak sud dal am buti'l" a ,b , c . (Purwosut j ipto , 

1985 73 ) . 

Dengan melampi rl~an syarat- syarat yan g diperlukan 

d alam jangka wak t u tiga bul an s e telah pe rusahaen 

menj alank an usahanya, suatu pe ruse.ha an dianggap 

tel eh mul9 ;i1_ Lmenj alankan usahenya p ada 

menerima izin usaha da ri instansi teknik 

berwenang ( pasal 9 den 10 UWDP ) • 

seat 

yang 
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3. Dal am j angka wak tu tiga bulan setelah menerima 

formulir penda ftaran yang sudah diisi, pe j abat 

penyelen.ga ,a pen.da ftaran menetapkan penge sahan 

a t 2u oenol akan dengan menyebutkan 2l asan-al 2s annya . 

( Pa sal 20 UWD ) 
/ 

4. epada pe rusahaan yang telah di sa hkan _ en daftarannya 

dal am da f ta r oerusahaan di be rikan tanda 

peru sahaan yang berlaku untulc jangka wak tu 

tahun se jak tanggal di keluarkan dan waj i b 

pe r b2harui se amba t-L~mbatnya t i ga bulan 

tanggal berlakunya be r ahir ( Pasal 22 UWDP ) 

c_afta r 

lima 

di 

sebel um 

5. Penol a~ an oenda f taran di l akuk an oleh Pejabat pe-

nyelengga ra uenda ftaran apabi la di ket ahui alasan-

2lasan be r ikut : 

a . Pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha 

be r sangkut2n t i dak sah , 

b . .A t 2u oend2 fta ran te r se but t i dak l engk.ap 

c. A tau nenda f t a r an terse but tid2k bena r 

d . ft ta u pend a f t a r an terse but bertent angan ., . , _ 

ketertiban umum, a tau 

yang 

dengan 

e. Pendaft aran tersebut be rtentangan dengan k esusila 

an, dan memberik an kesempa tan epada pengusaha 

yang bersangkutan untu~ rnengadakan penda fta ran 

ul ang. ( Pa sal 21 UHDP ). 
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ada ue rusGhaan yang s ud2h terde f tar ada kemungk i nan 

t and2 dafte r ne rusahaan hilan g at2u musna , mi s alnya t e r j 2di 

hu r u- h2ra , keb2ka ran , dalam hal ini pengus2ha berkewaji barn 

men gajukan nermintaan t e rtulis ep ada k antor pendaft a ran 

Derus2haan untuk mempe rol eh oenggantinya dal am w2k t u se-

l ambat - lambatnya ti ga bu12n setelah . ehil ang2n itu { Pa sal 

22 UWDP ) . 

Ba gi erus2haan yang sudah t erdaftar , daft a r per-

usahaannya hapus 2p abi la terj ad i hal - hal sebaga i beri kut . . 
a . Pe r usahaan yang bersangkutan menghenti k an segal a 

k e gi at an _ usahanya . 

b . Perusahaan yang bersangk utan be r henti pa da waktu 

2kta . endiriannya daluwa rsa . 

c . Perusahaan yang bers angkutan di hentikan segal a 

k e gi atan usahan berdasa r~an suatu put usan Pengadil.an 

Ne geri yan g telah mempe roleh k ekuatan hukum yang 

t etap . 

He:l- hal yang menyeb 2bkan hap usnya de f t a r per-

usah22n wajib dil aporkan oleh emilik atau pengurus 

perusahaan dengan menyerahk an s al i nan dok umen- dok umen 

yang bers2ngkutan yang d i sahkan oleh nej 2bat yang 

berwen ang unt uk itu. Cara mel ak uk an l aporan sama sepert i 

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

cc.re mel 2kukan pend2f t aran p e rus2ha an'. Kanto r temnat pen­

daft2ran perusahaan melak ukan pengumuman- atas hapusnya 

dafta r perusahaan . Ca r a mel akukan p en umurnan di tetapkan 

l ebih lanjut oleh mente ri perd2g2ngan( Psl 26 UVDP ) Demik i an 

~ ula a~abil a terjadi p e rubahan mengen ai hal - h al yan g wajib 

di daft arkan , ataLroun terjadi pembub a rab perusahaan , kantor 

c abang , k anto r uembantu , atau ne rwak il annya , rn2ka waj ib di 

laporkan oleh nemilik atau p engurus yan g · bersangk ut an 

keuada kantor pendaftaran pe rusahaan ( psl . 25 UWDP ) . 

Apabila perusahaan y2ng telah terdafta r te rnyat a 

menjalankan k e giatan us2hanya yan g tidak sesuai dengan 

izin usahanya , pe j abat kanto r pendaftaran perusahaan 

setel ah membe rik an pe ringatannya dap at membatal kan pen-

daftarannya d2n mewaj ibkan pengusaha yan g bersangk utan 

untuK mel akuk an nendafta r an ul2ng. Pengusaha yan g tidak 

. uas dengan nembatal an te rsebut dap2t mengajukan k eberat­

annya kep2da Menteri Perdagangan dengan menyebut kan ala s an 

alasannya ( Psl 28 ) . Wienteri membe ri p utusan setelah me­

n uga skan , ejabat yan g be rwenan g mel akukan pemanggil an dan 

mendenga r pa ra p i hak , -utusan mente ri d i be ri tahukan -. oleb 

pe j 8bat yang be rwenang tadi kepada perusahaan secara t er­

t ulis . Te rhada , putusan menteri, uengusaha dapa t menge j u­

k 2n kebera t annya k epada PN. Putusan Pengadil an Ne geri j i ka 

telah mempe roleh kek uat an hukum tet ap , oleh Panitera di 

be ri tahuk an kep ada k antor pendafta ran perusahaan secara 

tertulis ( Muhammad , 1995 : 182 ) • 
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3. Tuj uan Dan Sifat Undang- Undang Wajib Dafta r 

u s ahaan. 

31 
31 

Pe r-

Syarat mutlak untuk 

baik adalah bil a an ara 

adalah solvabel ( mamp u 

lalu lin t a s hukum yang 

p i hak dal am p erjanjian 

membaya r ) , dip i hak mana 

ma sing- masing da~ at menuna i kan kewajibannya d eng 

an j ujur d an baik, harus menep ati secara p enuh 

pantas dan tepat wak tu dan tem~ at akan i si 

nerjan j i an yang mereka adakan i tu, pada p e r janji­

a:ra IIJana,,, me J,:'e~,!3 , adakan tal{luk s ebaga i undang­

und ang ( u asal 1338 ayat 1 KUHPdt )yang i sinya 

bahwa semua ~erj anjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebaga i undang- undang bagi mereka yang 

membuatnya . 

da k ernung~ inan bahwa sal ah satu p ih2k 

adalah insol vabel ( tidak mam10 u membaya r ) ada 

lah t el ah banyak sek ali menjadi k enyataan 

dengan nama suatu ~erusahaan yang mente reng 

si .engus aha penipu dapat menarik perhati an p a r a 

k onsumerr yang menjadi korban , d isamping i t u ter-

da~atnya banyak:1 perusahaan-pe·pusabaais · yatl.g~ menjalan 
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k an usah anya dengan c a r a yan g tidak j uj ur. Untuk meng -

h ind 2ri k ead aan-ke adaan sepe rti ini ad anya und2ng-undang 

defter 

y~ni§, 

p erus2haan sangat t ep at,karftrla pihak ket i ga 

~ngin menge tahui keada an solvabilitasnya suatu 

perusahaan akan mudah d i d2patkan. 

JVTcksud di 2dakannya usaha p endafta r an p erusahaan 

adalah seperti yang diura ik an dal am buti r - butir berikut 

ini : 

1 . Untul-c melindungi perusahaan yan g d i jalankan s e c a ra 

.j ujur dan terbuk a da ri kemun gkinan ke rugian akibat 

p r ak tek usaha y2ng tidak jujur, seperti p ers2ingan 

curan g , penyelundupan . Dengan ke wa jiban pendeft a r an 

pe rus2ha an d2pa t dihindari timbulnya perusahaan 

dan badan usaha yang tidak be rtan ggung jawab 

dapat merugikan perusahaan yang jujur. 

serta 

2 . Untuk melind ungi ma sy2 r akat atau konsumen da ri k e­

mungkinan ak ibat p erbua tan yang tidal< jujur atau 

insol vabel suatu perusahaan . Den gan kewa jiba n penda f 

t 2 r an pe rusah aan d apa t d i k etahui ke2daan uerusahaan 

melalui da ft a r pe rusahaan pad2 kantor p enda ftaran 

pe rusah2an . 

3. Untuk mengetahui perkemban gan dunia usaha d an pe rusa 

haan yan g d i d iril<e.n, bekerja se rta berk edudukan 

d i wil ayah negara Indonesia me l alui daftar p e rusaha­

an pad a kantor pend aft a ran perusahaan. 
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4. UntUK memudahk2n pemerintah melakukan uembinaan , 

Denertiban , nengarahan , pengawasan d2n menci- takan 

ikl im dunia us2ha yang sehat dan tertib melalui 

data yang dibuat sec2 r2 benar dal2m d2.ftar pe r­

usahaan , sehingga dapat dijamin mer~emb2ngan dunia 

usaha ~an k eBastian berusaha ( Muhammad , 1995: 

171 - 172 ) • 

Dengan ad 2nya kewaj i ban pend2ft aran 

maka j el2sl2h behwa buk u da ftar · erusahaan 

berfun gsi sebagai sumber informa si resmi 

nerusahaan, 

adalah 

mengenai 

i dentitas dan hal- hal yang meny2ngkut duni a usaha dan 

nerusahaan . Dan bil a dilihat dari tujuan 

undang- undang waj ib daftar -erusahaan yang 

den gan sanksi hukuman bagi rya ra pengusaha 

melakukan nend2ftaran , mal<a nyatalah behwah 

undang ini adalsh sebagai s alah satu al at 

uembuatan 

di sertai 

yan g tidak 

undang­

untuk 

nenertiban dalam d unia usaha , disc. mping juga neraturan­

neraturan yang la inn ya , sene rti 7Ueraturan mengenai izin 

usaha , i zin tempat usaha dan l a in- lain. 

Penertiban dalam duni a usaha dapat dicapai 

a . abila neratur an- eraturan dal arn b i dan g ekonorni khusus­

nya uere.turan tentang wajib dc. ftar perusahaan tersebut 

dapat terlaks2na dengan baik . Unt uk terlaksananya suatu 

undang- und2ng menurut Soer,j ono Soek anto selalu di 
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di k embal ikan paling sedikit 4 ( empat)fak t o r, oi @ntara, 

nya adalah : 

a. Huk um 2t2u pe r aturan i tu sendiri 

b. Petuga s yan g menegak1<an 

c. Fasilita s yang dih2 r apk an 

d . W~rga masyarakat yang ter~ena ruang lingk up pe ratur-

an t e rsebut ( SQekanto, 1981 47 ) . 

Keempat fak tor tersebut diatas sc.ling ber~a itan 

antara satu dengan yang lainnya, serta juga merupakan 

esensi da ri penegak an huk um . Apabil a ada s ala h ·sa·tu 

"d.ari ~ -, f c.k t or tersebut di atas k urang baik k walita snya , 

maka peraturan tersebut tidak mungkin berj alan a t au 

terlaksana sesuai dengan apa yang di ha r apk an . ,J'Iisalnya 

peraturannya ba ik.; kwalitas petuga s bai k , fa sili t a s 

nya j uga mem adai , akan tetapi wa r ga ma sya r al<at yang 

te:rkena peraturan t e rsebut tidak memp unya i k esada ran 

hukum, m2ka akan ada ma salah. Ka rena kepatuhan warga 

masya r akat adalah merupakan titik sentralnya . Demikian 

pula apabila ketiga f ak tor tersebut sudah baik, akan 

tetapi petuga s yang menegakkan kwalitasnya kurang baik 

maka juga akan timbul masalah. Oleh karena itu untuk 

terlak sanany2 suatu peraturan, ·- ti~l.·~,m · l}ql _ ini -peraturan 

tent,ang _waj i b da.ft ar ·.peru.sahaan, k n:lli)at .f ektor. t e :rsebut 

di ates ha rus baik. Baik mengenai peraturannya itu 
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sendiri, peneg2k huk.umnya, fa silitasnya dan 

~$ 

35 

kepc. tuhan 

wa r ga ma sy2rakatnya . t erhadap undang-undang. Jika semu2 

itu sudah baik , maka tentulah undang-undang tentang 

w2jib d2ft a r perusahaan bis2 dilaksanakan dengan baik, 

ket-e rti.ban· ·dan pengembengan d2l am dunia use.ha akan 

mudah diwuj udkan serta kemaslahat2nnya dap2t diperoleh 

ol eh ma sya r ak at. 

Adc.pun sifa t da ri dafter perusahaan ini c.dalah 

bersifat terbQ~a untuk. semua fihak ( pasal 3 ). Yang 

di mak sud dengan sifat terbuk.a adal ah bahwa daft a r per­

usahaan itu dapat di pe r gunakan oleh p ihak-p i hak ketiga 

sebagai sumbe r informa si. Menurut pasal 4 UWDP di sebut 

kan bahwa setiap pih2k yang berkepentingan setelah 

memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Men­

teri berhak memperoleh keterangc.n yc.ng , ; di perlukan 

dengan cara mendapatkan s alinan at2u petikan resmi 

da ri ke ter2ngan y2ng tercantum dalam daftar perusaha2n 

yang disah~an oleh pe jabat yang berwenang untuk itu 

dari kantor pend2ftaran perusahaan. Setiap sc.linan 

atau petikan yang d i berikan merupakan alat p embuk.tian 

yang sempurna . Diman2 pembQ~tian yang sempurna ada­

lah merupak an pembuk.tian yang · otentik . 

Mem2ng s alah satu kelebih2n d2ri undeng- undang 
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ini ad alah ka rena i denti tas y ang tercantum dalam daftar 

.erusahaan d apa t di . eroleh oleh sia , a saja yang 

memerlukannya , mencari untuk men dap a tk an ke t e r angan 

tentang i denti ta s suatu e rusahaan buk.an suatu peke r j a-

an yan g mud ah ka rena biasanya ha rus melewati 

yang be r bel i t - belit dan cukup makan waktu lama 

biaya yang tidak sed i ki t, akan tetawi dengarL 

rosed ur 

serta 

adanya 

daftar n erusahaan ini k esulitan- k esulitan yang demiki an 

i tu d c.n at d ikurangi, ka rena kantor . en daft2ran 

usahaan dalam hal ini yang bertanggung jawab 

per-

2dalah 

kantor Den artemen Perdagan Jan menyediakan di ri untuk 

membantu a r a n ihak yang memerlu~ an hal- hal yang 

dic atat dalam da f t e r p erusahaan , ju0 a berguna sebagai 

alat embuktian yang sem~urna b ile mana 

ner.jal anan p erusahaan i tu terj adi s en gketa 

· i Viak keti ...,a . 

Hal ini bera rti bahwa p e r aturan 

dalc.m 

den g an 

ten tang 

wajib da ft a r pe rusahaan adalah merupakan suatu 

nera t uran yan g sesuai bila d i tera kan c i wilayah 

Re~ublik I ndonesia ( RI ) , ka r ena masyan~kat d2p at 

memueroleh t cnda da ft a r p erusahaan da ri instan si 

berwenan den gan mud ah dan cenat. 
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c. Sanksi Hukum PelangE~ran Undang- Un8ang No . 3 Tahun 

1982 Tentang Wajib Daftar Perus,ahaan . 

a . Pengertian sanksi hukuman . 

Sanksi adalah tindakan- tindakan , untuk memaksa 

orang menep2ti perjanjian atau menaati apa- apa yang 

sudah ditentukan. ( Poe rwadarminta , 1986 870 ) 

Sedang penge rtian dari pada hukuman adalah 

siks2 dsb , yang diletakkan kepada orang yang melang-

ga r undang- undang atau keputusan yang '"" .•. di jatuhkan 

oleh hakim . ( Poe rwadarminta . . 1986 364 ) 

Ber~enaan dengan kew2jiban pendaftaran perusa-

haan dalam undang- undang no . 3 tahun 1982 

wajib daftar perusaha an terdapat ketentuan 

yaitu terdapat dalam pasal 32 , 33 , 34 dan 

pasal 35 UWDP . Ketentuan pidana - ~ 'tersebut 

termasuk dal am hukum, :pidana ?idang ekonomi . 

ten tang 

pidana 

Setielum 

meninj aU' arti istilah hukum pi dana ,ekonomi,. ha rus. - 9-i~ 

kemukakan te rlebih dahulu arti hukum pidana . Hukum 

pidana adalah sejumlah peraturan- peraturan yang memu-

at keharusan- keharusan/ kewajiban- kewajiban ata ·· 

l arang2n-h~rangan · terhada nelanggaran mana diancam 

dengan hukuman . 
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Sehubun , an dengan definisi ini dapatlah sementara 

diadakan rumusan hukurn p i d2n 2 ekonorni adalah sejumlah 

neraturan- ne r aturan dibid2ng ekonomi yang memuat 

k eharusan- keharusan 2t au k e w2j i ban- ke wajiban dan 

larang2n- l2rangan te r ha da uelangga ran mana di kenakan 

ancaman hukuman . 

Sed2ng hukum p i dana po sitif dibidcng l . ex:onomi 

adalah me rup2kan neraturan- neraturan hill<um yang di 

k eluarl<:an oleh negc. r a at2 u nemerintah guna nen gatur an 

nengendalian Broses kehidu~an ekonomi d i dalam negara 

keR rah terca _ai nya t ujuan nasional . Pe r aturan- pe r aturan 

ini memuat hak- hak , k ewajiban- kewajiban atau k eha rusan-

eha r usan dan l a r an gan- l a rangan , teFhada · ~ µe.J_ angga ran 

mana diancam dengan ~idana . 

Tindak , i dana dibi dan g ekonomi dapat diartikan pe rbuatan 

Belan gga r an terhad a, setiap hak- hak ,k ewaj iban/ k eharusan 

dan 12rangan sebaga i k etentuan- ket entuan da ri 13 erc,turcm-

hukum yan g memua t kebijaksanaan negara dibidang ekonomi 

untuk menc epai tujuan nasional . Sec a r e. singkat d2pat 

dik ata· an bahwa tindak pid2n2 dibidan g ekonomi berarti 

set iap pe r buatan ne l anggaran a t a s kebijeksanean nega r a 

dibi dan g ekonomi yang dituang dalam peraturan- li)B Faturan 

h~Kum yang m@ffl~§t k e t entuan- ke tentuan ~idana terhadap 

nelan ga r annya. ( Anwa r , 1990 13 ) • 
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b . San1 si huk um _p.el,<:mggaran .· UU N.o . 5 ·Th. 1982 . 

Diatas telah dijelaskan bahwa ke tentuan pidana 

dalam undang- undang ini yaitu undang- undang tentang 

wajib daftar pe rusahaan 2dalah termasuk dalarn hukum 

p i dana di bidang ekonomi. 

Huk uman-huk uman yang di anc amkan te rhadap setiap 

t indak p i dana d.ibidang ekonomi adalah hukuman 

jenis 

badan 

dan hukuman denda j tetap me r upakan huk.urnan pokok yang 

meme gang peranan penting , disamping juga huk uman- hlkuM­

an, tambahan lainnya , yai tu;. ti dakan -ta t a tertib . Di 

dalam UU' ·.'!'PE dalam pasal 8 menyebut kan suatu j enis 

hukuman tambahan yai tu dalam bentuk tindakan tata ter­

tib dan menyebutkan 4 ,jeni s tindakan tata tertiib yai tu 

yang tersebut dibawah ini : 

1 . Penemuatan perusahaan dibawah pengampuan . 

2 . Ke wa,jiban pembayaran uang jaminan 

3. Ke wajiban mengerjakan ana y2ng dilalaikan tanpa hak 

ata u meniadak2n apa yang dilc.k ukan tanpa hak 

4. Kewajiban membayar sejumlah· 1uang sebagai nencabutan 

keuntungan . 

Dalam hal pengamp uan dap2t dilak ukan terhadap 

perusahaan , d imi:.::na selalu dilakukan kecu rangan- · _, k-e ­

cur~ngan ~ . selalu t~rjadi kelalaian ·d.alam: memenuhi per -
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8turan yang di2dakan untuk 

nya dan· anabil a nenutupan 

40 

peningk atan p roduktifi t a s -

ue rusahaen di an ggap ti dak 

se suai dengan k ebi jak sanaan Demerintah , be rhubung 

4o 

nerusahaan itu be r ge rak dibidang p ro duk si dan distribusi. 

Pengamn uan ini dapat ditafsirkan sebagai pengawasan . 

Peng2muuan 2d2lah mene , patk an pe rusahaan dalam 

engawa san , semua kegiatan nerusahaan itu di a wa si sec2ra 

ketat , gun2 menghindar~an dilakukan p elanggaran kembal i 

yan g dapat me rugi k an ekonomi negara ( Anwa r, 1990 : 40 ). 

Dalam undang- undan g tentang w2j ib d2 ftar 

usahaan ini j uga terdapat na ra pet uga s atau 

pe r -

pegawai 

yang diberi ~ wenan atau dituga si untuk 

enga wa san etas waj i b dafte r ue rusahaan 

d i beri wewenan g untuk melakuk an uenyi di kan 

uelanggaran t e r hadap ketentuan ini 

nelak s anaannya . 

dan 

dan 

melakukan 

j uga 

o as. 

ueraturan 

Pel an gga ren terhadap ketentuan undang - undang 

ini adalah be rupa hukuman k urungan atau huk uman denda , 

bagi siapa saja yang tidak mendafta r~an oe rusaha annya • 

H2l ini sesuai dengan apa yang sudah dijela sk an 

UUTPE ya i tu b2hwa 2nc aman hukuman te rhada·~ 

:oidana ekonomi d iantaranya adalah 

SPnksi h uK:uman denda atau k urungan . 

di anc am 

dalam 

tindak 

dengan 
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Ole.h ka rena i tul ah barang siapa yang . · . . ·.mem 

~Ufi}ftii kewaj;1ban untuk mend~ftarkan . . perusaha nnya 

dalarn Daft a r Pe rusahaan yang dengan senga j a atau 

ka rena kel alaiannya tidak memenuhi k e waj ibannya di 

anc am dengan p i dana penjara sel ama-lamanya 3 (ti ga) 

bulan atau p i dana denda setinggi-tingginya Rp .3.000 

666,- ( tiga juta rup iah ). Tindak pidana yang te 

sebut di atas Bdalah termasuk/ merup~kan kejah~tan. 

(Pasal . 32 U;WDP ) . 

al•m p&s&l 33 disebutk~n bahwa bt<1rang 

siapa melakukan atau menyuruh mel akukan penda ft~ran 

secara k eliru atau tidak lengk ap dalam Daftar Pe­

rusahaan diancam dengan pidana k urung•n selama-lama 

nya 3 ( tiga ) bul an atau pidana denda setinggi-ting 

ginya Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu 

rupiah ). Tindak pidan• ini merupak~n tindak pe 

. langgaran. 

B&rang siaps yang tidak memenuhi k ewajib~n-

nya menurut Undang-undang ini dan attiU peraturan 

peraturan pelak s~naannya untuk mengh~ctap atau 

menolak untuk menyer~hkan atau rnengajukan sesuatu 

persyaratan dan atau k eterangan lain untuk ke 

perluan endaftaran d~lam Daftar Perus~ha~n diancam 

dengan pidan~ kurung~n selama-lamanya 2 (dua) bulan 

etau p idana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-

41 
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Tindak pidana s e oagP.imaua t ersebut d.i al.as a daL 

merupalcan pelangga ran, ( pa s al 34 U1tillP ) • 

Sedangk an ap a bil a tindak pidana seba gaimana 

yang d isebutk an d i a tas tadi dil akukan oleh suatu 

b2dan hukum, p enuntutan p i danya dikenakan dan 

pidana dijatukan terhadap pengurus atau 

k uasa d a ri b adan hukum itu. Ketentuan ini 

.l-akwca ~ma terhadap badan hu.l.cum yang 

p emegang 

· diper-

be rtindak 

sebagai atau p emegang kuasa da ri bad an hukum lain. 

( .s udi.byo:, -4983 : 119 ). 

Demikianl2h s ank si-sanksi yang dijelaskan da-

lam una ang-undang No . 3 Tahun 1982 tentang wajib 

daft a r perusahaan. Kc. rena pada dasarnya s etiap u dang-

un.dang yang telah d ibuat adalah merupakan 

sua tu peraturan nega ra yan g mempunyai hukum yang 

rnengi ka t d'i adakan d2n d i pelihara oleh p~nguasa neg~ra • 

. ( Kansil, 1989 : 46 ). 

Oleh ka rena itulah bagi setiep p e l ·anga r p er-

atur2n hukum yang ada , maka c:kan diken akan sanksi 

yang berup a hukuman sebagai reaksi terhadap perbuat 

an yc.n g mel an gga r hukum yang telah dilakukan. 
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D. Dasar Hukum x5lam. EendaftaraR Perusahaan. 

1. Qiyas 

Menurut ulama ' ushul, Al Qi yas berarti menyam ak an 

suatu kejadian yang tak ada na shnya kep~da k e j adian 

lain yang ada nashnya , mengenai hukum yang nashnya 

telah menetankan· lantaran adanya k esamaan dua k ej2dian 

itu dal<I?m illat_·, _ ]'.lukumnya. ( Wahab Khol l af, 1972 : 527) ~ 

Sesuai dengan t a ' rif diata s , a abila ada suatu 

n eristiwa yan g huk umnya telah ditetapkan oleh suatu 

n ash d an i llat hu~umnya telah dik etahui menurut satu 

cara dari cara- cara men getahui illat- illat hukum . 

Kemudian didapat kan suatu p eristiwa l ain yahg hukumnya 

t idak ditetapkan oleh suatu nash. Tetap i illat huk umnya 

adalah s ema den gan illat hukum dari p eristiwa yang 

sud ah mempunyai n ash tersebut . Maka hukum p eristiwa 

yang tidak ada nashnya ini disamakan dengaru hukum 

peristiwa yang a da nashnya , lantaran adanya p ersamaan 

illat hukum nada k edua peristi wa i tu . Se e rti k ejadian 

t entang hut2ng 19 iutang . Allah memerintah"kan untuk me­

nulisk annya , agar sun aya tidak terjadi adanya perseli-

sihan diantara k edua belah fihak yaitu dengan adanya 

~urat lbaqa rah ayat 282 yang berbunyi sebagai ber­

ikut · : 
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o ~__:r"' _p..1_31 (r->---:>P-\y I_;\ \Y--o \ u.~1~\ 
,, J~'\~V~~~ . 

rtinya :"Hai orang- orang y2ng beriman , ap abila k.arnu ber-
mu ' amalah tidak. sec2ra tunai untuk w2k tu yang ditentu.J.can 
h endaklah kamll menuliskannya , dan hendaklah seorang penulis 
diantara k amu menuliskannya dengan kead ilan 11 ( De13aq . RI • 
1989 : 70 ) • 

Illat hukum tentang p enulisan hutang- iutang adalah 

s ama dengan illat hu.J.cum tentang n enulisan tentang p en-

daft a ran n erusahaan . I l.1.&.lt. '- hukumnya adalah 7.men~~iinda:rk<i:in 

terj adinya perselisiharr. Oleh k arena itu hukum mendaftar-

kan uerusahaan hukumnya sama dengan hukum p enulisan 

terhadap hutang p iutang. Yai tu anj uran lmt mencatatkan-

nya . Ini berarti sunnah untuk mencatatkannya . 

Kemudian Allah menjelask an cara p enulisan ini, dan 

siap a orang, yan g Bantas dijadikan s ebagai ttenul is . 

untuk i t u "·.ll ah berfirman dalam ayat : 

1t Dan he. J.akl ah seorang penulis di antara k.amu: menuliskannya 
dengan k ea dilan " · 

Hen daknya orang- orang yang kalian an gk at menjadi 

j uru tulis itu adalah orang- oran g yang edil . K'emudi!an:-,Allah 

mensya ratkan p ul a agar juru tulis men g e t ahui huk. um .d .fiqh 

( d alam masal2h hutan g- p iutang ) s ebab tulisan itu tidak 

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 

bisa di j amin semp urna k ecual i j i ka pel aksanaannya ber-

dasarlcan enget ahuan sya ri' at dan syarat- syarat yang 

harus di~enuhi ol ehnya berdasarkan k ebiasaan dan mer-

d h~rus c.~ a'1·1 tid~k mempunyai undang- undangan - an> . ~ ~ tujuan 

lain kec uali hanya sebagai juru tulis dan menjadi pen -

j ela s kebeneran tansa e.ndang bulu ( Musthafa .Al Maraghi 

J uz I II , 1986 127-128 ) . 

Demik i an pul a dalam p encatatan/ nendaftaran per -

usahaan hendaknya o r ang yang di angkat menjadi j uru tulis 

i t u hendaknya adalah orang yang adil. Di sini rna s alah 

k eadilan lebih diutamak an , k a r ena bagi orang yang adil 

akan mudah memenuhi sya r at yang lai nnya , yakni mengeta 

hui c a r a-ca ra menulis dok umen , ctengan mempel?c3 ja riny~. Lain 

halnya .· dengan orang- orang yang men getahui cara - cara 

rnenulis t etap i tidak adil, sebab hanya berbekalkan ilmu 

itu t i dak l ah cuk up i..lntuk berbuat atau berlak u adi l • 

sedik i t sekali' ·ki:t@ jumnai o nmg yan g adil, k ernudi an 

pen get ahuannya minim. Tetapi kerusak an i tu banyak di 

timbul kan ol eh o rang- orang yan g menge t ahui, tetapi 

telah k ehi l an gan b akat k eadilan. 

Pen j elasan syarat- syara t tersebut bagi 

~enulis merupakan petunj~ da ri All ah untuk ka-um muslim 

agar ada sebagi an me rek a yang menek uni bidang ini 

hingga benar- benar mampu melak s anak an uenulisan surat 
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surat r e smi. 

Disam~ing itu di jel a sk annya sya r at - syarat terse-

but menunj ukk an suat u isya rat yang mengha ru skannya di 

ada annya penulisan ( ak te notaris ) yang bukan da ri 

k edua belah fihak, mesk i k eduanya mam~ u mel ak s anakan hal 

t ersebut , hal ini dikhawati~~an terj adi nenyim . angan dan 

penipuan . 

11 Maka hendakl ah k amu menuliskannya' 

Perintah ini ditetapkan setel ah adanya laran gan 

membangkan g , yang menunjukk an ma 'na pengukuhan . Sebab , 

materi yang dibahas sangat penting , dan berk aitan dengan 

pemelihara an hak . Te rl ebih l agi jik a dilak ukan · 'terb'ada:p> 

o rang- orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih 

d iutamak an . ( Musthafa Al Maraghi , Juz III , 1986 :128) . 

2 . Ma slahat Mursalah 

Da sa r ~enulisan we.jib daftar nerusahaan yang k e 

dua adalah Masl 2hat I'1u r s2lah. r Mesia t istilah ushul , Ma s 

lahat Mursal ah diart:ik an k emaslahatan yang tidak d.isya _·_ 

ri'atakan oleh syari ' dalam wujud hukurn didalam rangka 

menci takan k emaslahatan , disamping t i dak terdapat dalil 
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yang membena:rkan a tau menyalahkannya ( Miftahul rifin, 

1994 : 104 ) • 

Misalnya , kema slahatan yang di ambil oleh para 

sahabat di dalam mensyar± ' at kan adanya penjara ( bui ), di 

cetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian, penen 

tuan ~ajak pengha silan, serta banyak lagi maslahat yang 

diadakan berdasarkan k ebutuhan , k ea daan dan k ebaikan 

yang belum ada sya ri ' at hukumnya , disamping tidak adanya 

huk um sya ra' yang membenarkan atau menyalahkannya seper­

ti j uga keten , uan t er,:i.tang k ewajiban untuk mendaftarkan/ 

menuliskan uerusahaan dal am daft2 r nerusahaan. 

Be r dasarkan p ada nengertian tersebut pembentwcan 

hukum berdasar kema slahatan ini semata- mata dimaksud~an 

untuk mencari kemaslahatan manusia , maksudnya didalam 

rangka mencari yang menguntungtcan dan menghinda ri k ema -

dla ratan manusi a yang bersifa t sanga t luas. Maslaha t itu 

merupakan sesuatu yang be r~embang berdasar nerkembangan 

yang selalu ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentuk-

an hukum ini kade.ng- kadang tanpak menguntunglcan p ada 

suatau saat dan nada ada saat yang la in tanpak .: :j ust ru 

mendatangkan madlarat . Begi tu pula nada suatu lingk ungan 

terkc.dang menguntung~an p ada lingkungan tertentu , tetapi 

madharat pada ling~ungan yang lain. 

Di dalam menggunakan maslaha t Mursal2h itu sebagai 
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hujjah, nara ulama ' bersik ap sangat ha ti- hati, sehingga 

tidak menimbulkan pembentukan sya ri ' at be rda sar~an nafsu 

dan k e ingi nan t ertentu. Be r dasa :rkan hal tersebut, ma 

lea nara ul ama ' menyusun syarat-syarat ma sl ahat mursal ah 

yang di uak ai sebaga i dasa r pembentuk an hukum . 

Sya r a t - sya rat tersebut t e r dapat tiga macam yaitu : 

a) . Ha r us bena r- benar merup akan maslahah mur salah , atau 

bukan mashlahah yan g be r sifat f i kiran. Mak sudnya 

ialah aga r bi sa diwuj udkan p embentuk an hukum suatu 

masal ah atau Deristi wa yang mel ahi :rkan k ema siLahatan 

dan menolak kemudlaratan . 

b) . Mashl ahah i tu sif2tnya umum, bulc 2n bersifat __ ~er -

o rangan . M2k sudnya ialah , bahwa dalam ,k .aitannya 

dengan nembentuk an hQk um terhadap suatu kejadi an 

atau ma s alah dap at melahi r~an kemanfa atan bagi k e-

banyak an umat manusia , yang benc:; r- bena r daoat ter-

wujud. 

c ) . Pembent ukan huk urn dengan rnengambil k emashl aha t an 

ini tidak berlawc.n an dengan t ata hukurn atau 

k eteta an na sh , . . ' a.an lJma • 

E. Sanksi Hukum n Dal em Islam 

' ' 

"I . Pengertian huk uman menurut s a r jan a Islam 

Dal am hulc um pi dana syari ' at Islam hQ~uman 

sebut dengan kalima "t1 11 UQUJBa.M 11 atau juga n I OAAB 11 

da s a r 

di 

Yang 
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berarti balasan , azab yang di timpakc.n kepada seseorang 

sebaga i balasan ata s perbuatannya ( A. Buchori , ·1987 

50 ) . 

Pengerti an hukuman menurut ahl i hukum Islam seba 

ga i mana di kemukakan oleh AbdUl K·adi:b ·Audah ~· i : • 

Artinya : "Hu.1.<. uman y2i tu suatu balasan yang tel ah di te -
tapk an Allah terhadr,r~ r· 1ZJexangga-r - pel angga r dari keteta 
annya supaya tercapai k emashlahatan umum ( ma syarak at ) . 
( . bdul Kedir Audah'~ , 1961 : 50 ) • 

Dari batasan- b atasan' yang "Eelah Elikem-1:1.l,;(akan oleh 

µlam a !.· ; Tslam~ < 'te~s~-bcrt; -dapat di -simpulkan : · 

1) . Bahwa hukum pidana Islam i tu ber sumber da ri hukum 

llah. 

2) . F\mgsi dari Hak im hanya menetapkan suatu hukuman 

yang telah ada da ri ll ah , kecuali terhadap ja rimah 

Ta ' zir, para hak im menetapkan be r dasa r pedoman 

nokok da ri huk um syari' at I sl am . 

3). Tujuan dari huk um pi dana Islam untu.l,;( kemashlahatan 

umat semuanya . 

4) . Hukum Islam mengenal azas legalitas . 

~enurut Mr. Tr esna huk uman i alah suatu penderita 

an yang dirasakan oleh yang bersangkutan baik jasmani 

ma · un ro hani ata upun rnengenai ha rta bendanya , penderi'ta 
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50 

an tersebut ha rus diinsyafi oleh yang bersangkutan 

bahwa itu adal ah akibat perbuatannya yang s al ah . 

Memnerhatikan da ri k edua pengerti an dari s a rjena 
" -

huk um I slam dan s a rj ana hukum Indonesia diatas . Dapat 

di ambil persamaannya.·· s ebagai berik ut : 

a) . Bahvm hukuman i tu merupakan suatu nest2p2 a ta 

balaaan yaug ditimpakan t erhadap sipelaku 

da ri melangga r hukum . 

ak iba t 

b) . Tujuan huk uman adalah untuk menjamin kete r tiban 

m2 syarakat d.2n j uga unt uk diinsyafi ol eh s i pelaku-

nya ( A. Bucho ri , 1987 51 ) • 

2 . Macam- Mac am Ja rimah / Pe rbuatan Pi dana 

Dalam sistem hukum pidana I sl am ada 

macam perwa tan pidana yang pa.da umumnya Ciiaagi t J:go. : 

a ) . Ja rimah hudud 

b) . J a rimah Qisha s/ diyat 

c) . J a rimah Ta ' zir 

Jari mah Hudud ialah jarimah yang dianc amkan 

huk uman had. Yaitu hQKUman yang t elah ditentukan mac am 

dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan . Dengan 

maka huk um an t e rsebut tidak mempunyai batas 

demi k i an 

t e rendah 

at au ba t a s tert inggi . Pengertian hak Tuhan ial 

bahwa hukuman tersebut tidak di hapUJ3kan baik oleh 
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·····_ erseorang (yang menjadi ko rban ja rimah ), eteuoun 

oleh masyaraka t yang di wak ili oleh negara . 

Jarimah- ja rimah hudud 2da tujuh, yaitu z1n e , 

qadhaf, minum..:.. minum-a:g K.er8's, ,,,mencuri, ha ribah (pembe 

galan/ ne ramDo an , gangguan keamanan) , murtad , dan 

nembe rontakan ( al- baghyu ) . ( Hanafi, 1993 : 7 ). 

Ja rim ah Qishas/ Diyat dalam jari mah ini ne r -

buatan- nerbuatan yang 'iancamkan hukuman q isha s atau 

diyat . Baik qi shas atauuun di yat adalah huk uman-

hukuman yang telah ditentQKan batasnya , dan ~ tidak 

memwunyai batas terendah a t au batas terting i, tet api 

menjadi hak perseorangan , dengan pengertian bahwa 

s i korban bisa memaafKan , maka huk uman tersebut men­

jadi haous . 

J a rimah Qishas atau Diyat , te r jadi dalam oe r­

buatan : nembunuhan sengaja , pengan i ayaan sengaj a , 

embunuh2n s emi sengaja , nembunuhan tidak sen aja , 

dan nenganiayaan tidak senga ja( A. Buchori, 1987 : 

57 ) . 

Ja rimah Ta ' zi r adalah ne rbuat an · ~ --~·pc.er"b:Ua-C-an 

yang di anc am dengan sa t u atau beberapa . . ... h kum 

ta~zire P~ngertian ta ' zir sendi ri ialab. m~wberi pea · 

aj,ara.u fat-Ta. '·dib ) ~ . d2l am hukuman ini Sya r a rr tidek 

menentuk an ban yakny2 , akan tetap i untuk jarimah Qi­

shas- diyat , hudud sudah ditentuk an dan memang 

SI 
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ja rimah ta'zir tidak mungkin ditentukan j umlahnya , sya 

r a ' hanya menentukan sebagi an jarimah- ja rimah t a ' zi r, 

yaitu pe rbuatan- perbus tan yang selamanya akan tetap 

dianggap sebagai j arimah; sepe rti riba, men ggelapkan 

titipan , memaki-mak i orang , suapan dsb. Sedangkann 

sebagi an terbesa r dari ja rimah- j arimah ta ' zir diserah 

k an kenada oengua sa untuk menentQK 2nnya, deng~n sya rat 

ha rus sesuai dengan kepentingan- kepentingan IllC::isyaraKat 

'dan - tidak boleh berl2w2nan dengan nash- n ash / k e 

tentuan-ketentuan syara ' dan p rinsip-p rinsipnya yang 

umum ( A. Hanafi , 1998, : 9 ) • 

Ta ' zir disya ri ' atkan terhadap segala kemaksiat-

n yang tid2k di ken akan had dan ti ada a f a rqt. '. 

(Hs sbi , 1991 : 553 ) . 

Ibnul Qoyyirn meng2 t akan bahwa hukum 

itu ada dua macam : 

a) . Hukum yang tidak berubah- ubah keadaannya , 

hukum 

oleh 

karena be rubah waktu, tern 1at dan ijtihad( endapat) 

imam(hak im-hak im) , seperti wajibnya segal a yang 

wajib, haramnya seluruh yang haram dan had(hQ~Um-

an ) yang tel ah d i tetapkan syari ' at terhadap 

bieoe:rap~ Kej.anatan_O' Hal- hal ini semLrn ti dak ber­

ubah dan padanya tidak berlaku· ijtihad yang isi 

nya berl ainan dengan yang tel c.h ditetapkan . 
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b) . Hukum yan g be rub2h ka rena tuntutan ema shlahatan 

menu rut w2k tu, tempa t dan s a rana , senerti uk'lllr.an 

hliktmr~ri :· ta ' zir, ,jeni snya , dan sifat nya . 

hal mana nengu2sa dapat · menentuk annya 

dengan keoentingen dan kemashlahatan • . 

D2lam 

sesuai 

Di a j uga men g2 t akan bahwa ul ama '- ul 2ma ' t e l ah 

sepakat bahwa t a ' zi r i tu boleh di jatuhkan pada setiap 

kemaks iatan y2n g belum ad2 huk umnya yan g pasti, 

yaitu sesua i dengan bera t rLn gannya k esalahan sesuai 

dengan n ribadi pembuat k esalahan, apakah memang dia 

orang jahat atau tidak ( Ma hmud Syaltut , 1985 : 1&: ) . 

Mak sud Dembe ri an hak pe~entuan jarima h- j1arimab. 

taizir kepada para nengua sa adalah aga r me reka 

dapat mengatur masyarakat dan memeliha ra k ep enti ngan 

. epentingannya , serta bisa menghadapi sebaik- baiknya 

terhadap k eadaan yang mendadak . 

Sedangkan huk uman t a ' zir edal ah : 

1 ) • Huk uman ma t i 

2) . Hukuman j il i d 

3) . Hukuman ' awalan ( p enj a r a k urungan ) 

4) . Hukuman penga singan 

5) . Hukuman selib 

l ' 
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6) . Huk uman ~engucilen 

7) . Huk uman anc arnan, t eguran dan ]:Jeringatan 

8) . Hukuman denda . 

Da ri ura i an mengenai mac am h ukuman ta ' zir di atas, 

make jelaslah b ahwa dalam Islam~un t erdapat macam hukuman 

yan g be ruro a k urung<an atau~ un beruwa denda . Se perti dalam 

hadi s yang berbunyi seba gai berikut 

:~~ · \·~A11__1_j--"J ~ ~ J~J..i,~~~~" 
r.J~~v~1J~0~ cs~ .. ~~,~~J-&1 
~~_:!1 lJ._.o ~-· L ;- . / \-:~ .o.. \~ ~ \~~ ~ l '>-
\ ..J ~ JJ u---::- c.._r-;:;- u-:-:J.J 

' 
(>-J\~~3\ ~_,t ~ _jj ~!J ~I ~_;w 

fw,~_, 'jL...:Ji_,1 --'Y-' ~ Y-, "!_,..) . ~_/::J' 

Artinya : 11 Da ri /i i syah r . a . d a ri H.a sulullah saw • .i.~ Bel.i.au 
bersabda ; tid ak halal membunuh orang Isl am kecuali di 
oleh satu da ri tiga perkara : 1 . Yang s udah be rumah-
tan gga be rzinah, lalu dirajam, 2 . Or ang yang membunuh 
oran g I sl am dengan sengaja maka ha rus dibunuh, 3. Oran g 
yang keluar da ri Islam dan melawan Allah dan r a sulnya , 
make i a har..l s dihu.lc um ma t ·i, disalib e t a u dibuan g . di 
riwaya t kan oleh .Abu Da wud , Na sa ' i dan disahkan oleh Hak i m. 

Oleh lca rena i tu s 2nksi hukuman yang telah di 

teta~kan dalam ketentuen undang- 1.IDdang No . 3 Tahun 1982 

tentang waj ib dafta r pe rus2haan yen g be ruBa hukuman 

k urun gan atau denda adalah s e sua i den gan yan g t elah d i 

tetankan oleh Isl am. Dalam hukum I slam termasQ~ dal am 

b i dang huk uman ta · ~z ir yang etentuan huk umnya d iserahkan 

ke"'Gada nenguasa , dal<:i"ll hal .i n.i edalah _ emerintah Indone sia . 
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